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GUBERNUR SULAWESI BARAT  

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG  

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah  tahun anggaran berakhir; 

  b.  bahwa sehubungan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 5 Juni 2018, maka Gubernur Sulawesi Barat, perlu mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada 
DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disetujui bersama; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

SALINAN 
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Anggaran 2017; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4090); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  23. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  25. Peraturan Daerah Provinsi  Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah  (Lembaran  Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);  

  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56); 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 60); 

  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 61); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 63); 

  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 8); 

  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 7); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 
GUBERNUR SULAWESI BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan realisai anggaran; 

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Laporan operasional; 

d. Laporan perubahan ekuitas; 

e. N e r a c a; 

f. Laporan Arus kas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 
 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat) 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan    Rp1.831.985.569.430,72 

b. Belanja     Rp1.927.377.319.820,84 

   Surplus/(defisit)                         (Rp95.391.750.390,12)  
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c. Pembiayaan 

Penerimaan    Rp145.209.367.413,47 

Pengeluaran                Rp    8.000.000.000,00 

   Pembiayaan Neto                           Rp137.209.367.413,47 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)           Rp 41.817.617.023,35 

 
    

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  (Rp    44.341.958.750,44) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan   Rp1.876.327.528.181,16 

b. Realisasi        Rp1.831.985.569.430,72 

Selisih lebih/(kurang)  (Rp    44.341.958.750,44) 

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  (Rp143.318.285.623,32) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan     Rp2.070.695.605.444,16 

b. Realisasi        Rp1.927.377.319.820,84 

Selisih lebih/(kurang)  (Rp  143.318.285.623,32) 

  
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  Rp98.976.326.872,88 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus/defisit setelah perubahan    (Rp194.368.077.263,00) 

b. Realisasi          (Rp 95.391.750.390,12) 

Selisih lebih/(kurang)    Rp  98.976.326.872,88 
 
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp57.158.709.849,53) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp202.368.077.263,00 

b. Realisasi        Rp145.209.367.413,47 
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Selisih lebih/(kurang)     (Rp 57.158.709.849,53)          

 

 

 

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp8.000.000.000,00 

b. Realisasi        Rp8.000.000.000,00 

Selisih lebih/(kurang)      Rp                    0,00 

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah  (Rp57.158.709.849,53) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan   Rp194.368.077.263,00 

b. Realisasi        Rp137.209.367.413,47 

Selisih lebih/(kurang)             (Rp  57.158.709.849,53) 
 

Pasal 4 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 

Anggaran 2017 sebagai berikut :  

a. Saldo anggaran lebih awal      Rp   46.467.707.819,47 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan penerimaan  

pembiayaan tahun berjalan       Rp   46.467.806.251,47 

     Jumlah    (Rp             98.432,00) 

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)  Rp   41.817.617.023,35 

     Jumlah    Rp   41.817.518.591,35 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya  Rp    98.432,00 

     Saldo anggaran lebih akhir Rp 41.817.617.023,35 
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Pasal 5 
 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagai 

berikut:  

a. Pendapatan        Rp   2.122.376.241.718,24 

b. Beban         Rp   1.659.696.891.236,64 

c. Surplus/Defisit-LO       Rp      462.686.366.846,60 

  
Pasal 6 

 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 

sebagai berikut:  

a. Ekuitas awal        Rp   1.782.033.164.621,94 

b. Surplus/Defisit-LO       Rp      462.686.366.846,60 

c. Koreksi ekuitas lainnya      Rp          5.459.741.810,52 

d. Ekuitas akhir        Rp   2.250.179.273.279,06 

 
 

Pasal 7 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:  

a. Jumlah aset        Rp   2.497.525.767.348,14 

b. Jumlah kewajiban       Rp      247.346.494.069,08 

c. Jumlah ekuitas         Rp   2.250.179.273.279,06 
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Pasal 8 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember  Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017    Rp    46.666.242.408,47 

b. Arus kas dari aktivitas operasi     Rp  364.444.710.110,88 

c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non keuangan  (Rp 459.836.460.501,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan      Rp   90.741.561.162,00 

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran    (Rp.       198.144.255,00) 

f.  Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017   Rp    41.817.908.925,35 
 

 

Pasal 9 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1.  Lampiran I :  Laporan realisasi anggaran 

 Lampiran 1.1 :  Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  

 Lampiran 1.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,  

  belanja dan pembiayaan; 

 Lampiran 1.3 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,  

     program dan kegiatan; 

      Lampiran 1.4 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

2. Lampiran II :  Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

3. Lampiran III :  Laporan operasional; 
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4. Lampiran IV :  Laporan perubahan ekuitas; 

5. Lampiran V :  Neraca; 

6. Lampiran VI :  Laporan arus kas; 

7. Lampiran VII :  Catatan atas laporan keuangan; 

8. Lampiran VIII :  Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

9. Lampiran IX :  Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

10. Lampiran X :  Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 

11. Lampiran XI :  Daftar menyertaan modal (investasi) daerah; 

12. Lampiran XII :  Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

13. Lampiran XIII :  Daftar rekapitulasi aset tetap; 

14. Lampiran XIV :  Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; 

15. Lampiran XV :  Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

16. Lampiran XVI :  Daftar dana cadangan daerah; 

17. Lampiran XVII :  Daftar kewajiban jangka pendek; 

18. Lampiran XVIII :  Daftar kewajiban jangka panjang; 

19. Lampiran XIX :  Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam  

     tahun anggaran berikutnya; 

20. Lampiran XX :  Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 

Pasal 10 

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian 

lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018  NOMOR 2 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (1-184/2018) 
 
 

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 29 Agustus 2018 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 
                     ttd 
 

 
      H. M. ALI BAAL MASDAR 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 29 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

               ttd 
 

H. ISMAIL ZAINUDDIN 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 Mamuju, 30 Agustus 2018 

        KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 
 
BUJAERAMY HASSAN, SH 
Pangkat : Pembina  
NIP.  : 19750630 200212 1 010 

 
 

 
 
 


